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1. DPD Antara Ada dan Tiada
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Kita jelas Weak Bicameralism

• DPD kalah dalam sisi jumlah

• DPD kalah dalam sisi kewenangan

• DPD harusnya berbeda dari sisi

unsur, tapi akhirnya juga menjadi

bagian dari parpol
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Kewenangan Konstitusional DPD (1)

Pasal 22D ayat (1) – (3) UUD 1945:

Mengajukan, Membahas, Mengawasi rancangan undang-undang

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan

keuangan pusat dan daerah
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Kewenangan Konstitusional DPD (2)

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945:

Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja

negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan

Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Daerah.
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Kewenangan Konstitusional DPD (3)

23E ayat (2) UUD 1945:

Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
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Kewenangan Konstitusional DPD (4)

23F ayat (1) UUD 1945:

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat

dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Daerah dan

diresmikan oleh Presiden.
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Bikameral Pilihan Ideal (1)

Bicameralism is upheld against unicameralism on the

argument that two Houses are a safety valve, and that the

concentration of all legislative power in just one body is not

only dangerous but also unwise: for two eyes are better

than one eye. (Giovanni Sartori, 1997).

Bikameral mempunyai fungsi saling-kontrol-saling-imbang (checks and

balances). Dominannya DPR menjadikannya sebagai lembaga yang hanya

dapat dikontrol oleh kekuatan eksternal, misalnya presiden dan Mahkamah

Konstitusi. Sedangkan kontrol internalnya hanya muncul dari diri internal DPR

sendiri, yaitu melalui dinamika politik fraksi-fraksi DPR
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Bikameral Pilihan Ideal (2)

“Keberadaan kamar kedua di negara-negara dengan

lembaga legislatif lebih dari satu adalah dalam rangka

memberikan tempat keterwakilan bagi pihak atau

kelompok yang belum terwakili dalam kamar pertama.

Hal ini sejalan dengan esensi dari keberadaan DPD

sebagai kamar kedua di Indonesia (representasi daerah).

CF Strong dalam, Ryan Muthiara Wasti, “Fungsi Representasi Dewan

Perwakilan Daerah Republik Imdonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah,

Jurnal Hukum dan Pembangunan
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Macam Bikameral Dalam Teori Ketatanegaraaan

Giovanni Sartori membagi sistem parlemen

bikameral menjadi tiga jenis yaitu:

1. sistem bikameral yang lemah (asymmetric

bicameralism atau weak bicameralism atau

soft bicameralism), yaitu apabila kekuatan

salah satu kamar jauh lebih dominan atas

kamar lainnya;

2. sistem bikameral yang kuat (symmetric

bicameralism atau strong bicameralism),

yaitu apabila kekuatan antara dua kamarnya

nyaris sama kuat; dan

3. perfect bicameralism yaitu apabila kekuatan

di antara kedua kamarnya betul-betul

seimbang https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Denny-

Indrayana-Negara-antara-Ada-dan-Tiada.pdf
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Parlemen Indonesia : Neither Meat, Nor Fish

“Pilihan sistem parlemen Indonesia, pasca-

Perubahan Ketiga UUD 1945, kembali meneguhkan

pola “bukan-bukan” sistem ketatanegaraan

Indonesia. Sistem yang ’daging’ bukan, ’ikan’ juga

bukan; neither meat, nor fish” – Prof. Denny Indrayana:

Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum

Ketatanegaraan

Misalnya, sebelum amandemen UUD 1945 kita

menganut sistem pemerintahan yang bukan

parlementer, tetapi bukan pula presidensial

https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Denny-

Indrayana-Negara-antara-Ada-dan-Tiada.pdf
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Mengarah Bikameral yang Efektif

• Jangan Soft Bicameralism, Bukan semata Strong

Bicameralism, tetapi bikameral yang efektif (effective

bicameralism).

• Cara lain, di samping melalui amandemen UUD 1945

(constitutional reform), yang tentunya lebih sulit

dilakukan, dapat diupayakan melalui penguatan peran

DPD dalam UU MD3 (legislative review), ataupun menguji

UU MD3 ke hadapan MK (constitutional review).
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2. Strategi Penguatan DPD
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Strategi Penguatan DPD

• Formal Constitutional Amandment di 

MPR 

• Constitutional Review di MK

• Legislative Review (UU MD3) di 

Parlemen

• Sociological Constitutional Amandment

di hadapan Rakyat, pemilik Republik
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Formal Constitutional Amandment di MPR

• SULIT dilakukan. Kalah jumlah. 

Tidak dikehendaki parpol/DPR.

• MUNGKIN dengan tukar guling

kepentingan. Menghadirkan

amandemen “dagang sapi”.
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Constitutional Review di MK

• SUDAH dilakukan.

• MENANG di MK.

• KALAH di parlemen.
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Legislative Review (UU MD3) di Parlemen

• SUDAH dilakukan.

• Dihalangi DPR.

• DPR tidak mau ada DPD yang 

kuat.
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Sociological Constitutional Amendment

• Langsung mendapat amandemen

mandat dari rakyat.

• Aspirasi rakyat berjarak dengan

real politics.

• DPD muncul sebagai the real 

people representatives.
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DPD Berkoalisi dengan Rakyat

• Membutuhkan kekompakan antara DPD

sendiri.

• Menjadi Fraksi DPD di MPR, 132 harusnya

kuat.

• Membutuhkan pimpinan yang visioner dan 

berintegritas.

• Manfaatkan kekuatan tokoh – layak

menjadi Capres sekalipun.
denny@integritylawfirm.id



3. DPD Berkoalisi Melawan DUITOKRASI
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AMANDEMEN untuk SIAPA?
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• “Living Constitution”, konstitusi tidak
sempurna, dapat diubah.

• Pertanyaannya:
✓WHEN: Kapan diubah?
✓WHY: Mengapa diubah?
✓HOW: Bagaimana diubah?
✓WHO: Siapa yang mengubah?
✓WHAT: Apa yang diubah?



DISERTASI
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• Pertanyaan itu sedikit banyak dijawab

dalam penelitian disertasi saya.

• Pembimbingnya: Prof. Tim Lindsey dan

Prof. Cheryl Saunders.

• Bukunya dalam Bahasa Inggris dan

terjemahannya dapat diunduh di

website

https://www.integritylawfirm.id/buku/

denny@integritylawfirm.id



WHEN: Kapan Reformasi Konstitusi?
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Constitutional Moment
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Golden Moment untuk membuat atau

mengubah Konstitusi

Times of crises that invite 

extraordinary and dramatic 

measures

John Elster
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Pandemi Covid-19 apakah Constitutional Moment?

Ada krisis ekonomi

CLUE: Lihat rencana perubahannya.

FAKTA

Belum ada krisis 
sosial politik

FAKTA AKAR MASALAH

Akar masalahnya 
adalah pandemi 
bukan konstitusi

Jika ada dorongan 
sosial politik untuk 

amandemen 
konstitusi, untuk

kepentingan siapa?

PERTANYAAN

denny@integritylawfirm.id
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Saya berpandangan dalam masa pandemi justru bukan 

momentum untuk mengubah konstitusi. Kalau dipaksakan 

menjadi pertanyaan, untuk kepentingan siapa?
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WHY: Mengapa Diubah?
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1. Menguak alasan dibalik rencana.

2. Menguak tabir jika ada agenda 

tersembunyi.

29

WHY ADALAH PERTANYAAN PENTING
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HOW: Bagaimana Diubah?
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PEMBAHARUAN ATAU PERUBAHAN?

denny@integritylawfirm.id

• Renewal atau Amandement

• Model Perancis atau Model Amerika?

• Indonesia sebenarnya modelnya tidak jelas.

Hanya satu bab yang TIDAK diubah, tetapi

menyebut Perubahan, sejatinya memang

Pembaharuan.

• Karena ada romantika bernegara yang

penting dan ingin dijaga

– Relasi Negara dan Islam

– Tujuh kata piagam Jakarta.

31



• We the People!

• Bukan semata kewenangan

MPR

• Bottom Up bukan Top Down

• Seluas Mungkin Public

Participation

• AKTIF dan INKLUSIF.

• Tidak MANIPULATIF.

32

URGENSI PARTISIPASI PUBLIK
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1. Diterjemahkan ke 5 Bahasa resmi.

2. Dicetak dalam huruf braille, direkam

dalam kaset.

3. Menggunakan semua media,

termasuk radio, televisi, hotline

telepon, surat kabar.

4. Menjangkau 73% penduduk.

33

PENGALAMAN AFRIKA SELATAN
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Apakah Bapak/Ibu Sudah

tau atau pernah mendengar

rencana Amandemen UUD

ke lima?
Indonesia

Sumber : Rilis Hasil Survey  Fixpoll Indonesia (16-27 Juli 2021)

Respon Masyarakat 

Tahu Tidak tahu

21.9% 78.1%

denny@integritylawfirm.id
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Apakah Bapak/Ibu setuju dengan

rencana Amandemen UUD ke lima?Indonesia

Respon Masyarakat 

Sangat 

Setuju

Setuju Netral Tidak

Setuju

Sangat 

Tidak 

Setuju

Tidak 

tahu

1.5% 7.6% 28.5% 17.6% 1.9% 42.8%

Sumber : Rilis Hasil Survey  Fixpoll Indonesia (16-27 Juli 2021)
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TIDAK TAHU : 78.1%

MASYARAKAT

No Public Awareness

Sumber : Rilis Hasil Survey  Fixpoll Indonesia (16-27 Juli 2021)

SETUJU : 9.1%

AGENDA ELITIS?

Minim Public Participation, padahal KUNCI lahirnya

Konstitusi yang Partisipatoris dan Demokratis.
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WHO: Siapa yang Mengubah?
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LEMBAGA PENGUBAH

• Parlemen - Indonesia

• Majelis Konstitusi (Konstituante)

• Komisi Konstitusi (Panel Ahli)

Yang penting dari semua adalah
pelibatan dan partisipasi publik.
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WHAT: Apa yang Diubah?

39
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REFORMASI KONSTITUSI

SEHARUSNYA

Menuju konstitusi yang lebih demokratis

Pembatasan kekuasaan, bukan justru

membuka abuse of power.

Perlindungan HAM, bukan justru melanggar

HAM

denny@integritylawfirm.id



1. Pokok-pokok Haluan Negara.

2. Menguatkan lagi MPR – termasuk

memilih Presiden?

3. Menunda Pemilu 2024 karena

alasan Pandemi Covid-19

4. Tiga Kali Masa Jabatan Presiden

41

USULAN PERUBAHAN KE-5
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Pasal 37 UUD 1945
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Saat ini : Belum ada usulan resmi

Secara Normatif, syarat perubahan :

• Diusulkan tertulis lebih dari 1/3 MPR

• Kuorum kehadiran lebih dari 2/3 MPR

• Kuorum persetujuan lebih dari ½ MPR

denny@integritylawfirm.id



Jangan Lengah, Hati-hati Pengalaman Buruk
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1. Perubahan UU KPK

2. Perubahan UU Minerba, untuk

keuntungan Oligarki?

denny@integritylawfirm.id

https://www.integritylawfirm.id/wp-

content/uploads/Denny-

Indarayana-Jangan-Bunuh-

KPK.pdf



USULAN PPHN DAN MENGUATKAN 

LAGI MPR

Sudah ada UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

44

Menjadikan MPR Kembali menjadi Lembaga tertinggi negara?

Presiden Kembali mempertanggungjawabkan PPHN Kepada MPR?

Presiden Kembali dipilih MPR?

denny@integritylawfirm.id



COVID 19, Termisme Ke-3, dan Masa Jabatan Presiden

45
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https://www.integritylawfirm.id/2021/10/04/denny-indrayana-
covid-19-termisme-ke-3-dan-masa-jabatan-presiden-kompas/



Tim Lindsey, ”more than any other, this amendment was a clear

statement of political transition from authoritarianism”.
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Jabatan Presiden

SEBELUM AMANDEMEN SESUDAH AMANDEMEN

Tanpa batasan masa jabatan Dengan batasan masa jabatan

Non-Demokratis Demokratis

denny@integritylawfirm.id
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Arendt Lijphart

Tiga konsep pembatasan masa jabatan presiden

1. tidak ada masa jabatan kedua
(no re-election);

2. tidak boleh ada masa jabatan
yang berlanjut (no immediate 
re-election); dan

3. maksimal dua kali masa 
jabatan (only one re-election).

denny@integritylawfirm.id
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Dua Konsep Masa Jabatan Lainnya

No Limitation Term

(Era Orde baru, Sebelum

Amandemen)

More Than One Re-election
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No Re-Election

FILIPINA

➢ Satu periode, enam tahun.

Section 4: The President shall not be

eligible for any re-election

➢ Berangkat dari pengalaman suram Ferdinand

Marcos yang menjadi diktator.

➢ Selalu ada godaan untuk mengubah klausul

“No Re-Election” ini, tetapi masih gagal.

denny@integritylawfirm.id
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No Immediate Re-Election

Konsep tanpa batasan jumlah masa jabatan, tetapi

tidak diperbolehkan untuk langsung dipilih kembali.

Konstitusi Dominika tahun 2010, mengatur:
“The Executive Power is exercised by the [masculine or

feminine] President of the Republic, who will be elected

every four years by direct vote without being able to be

elected for the following constitutional period”.

Mencegah presiden tidak pecah konsentrasi karena

siap-siap pilpres periode selanjutnya.

PERU

NIKARAGUA

R. DOMINIKA

denny@integritylawfirm.id



51

Only One Re-Election

Pasca Amandemen

Indonesia Amerika Serikat

Tahun 1951, melalui amandemen konstitusi ke-

22, pembatasan maksimal dua kali masa

jabatan kepresidenan diterapkan.

Pasal II Section 1 Konstitusi Amerika Serikat mengatur seorang

menjadi presiden untuk masa jabatan 4 tahun, tanpa adanya

batasan maksimal masa jabatan.

No person shall be elected to the office of the President more

than twice, and no person who has held the office

of President, or acted as President, for more than two years of

a term to which some other person was elected President shall

be elected to the office of President more than once …

denny@integritylawfirm.id
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Periode Ketiga Presiden Jokowi?

• Kepentingan siapa?

• Hanya maksimal tiga kali, atau more 

than that?

• Bagaimana posisi PDI-Perjuangan?

• Bagaimana posisi partai koalisi?

• Perubahan Konstitusi dengan

benturan kepentingan (CoI).

denny@integritylawfirm.id
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Apakah Bapak/Ibu setuju dengan rencana

Amandemen UUD ke lima agar presiden dapat

menjabat lebih dari dua periode?

Sumber : Hasil rilis survey Fixpoll Indonesia (16-27 Juli 2021)

Respon Masyarakat 

Sangat 

Setuju

Setuju Netral Tidak

Setuju

Sangat 

Tidak 

Setuju

Tidak 

Tahu

0.5% 10.9% 18.5% 46.8% 10.7% 12.6%

Sangat 

Setuju

Setuju Netral Tidak

Setuju

Sangat 

Tidak 

Setuju

Tidak 

Tahu

0.3% 7.6% 18.4% 48.4% 12.6% 12.7%

Apakah Bapak/Ibu setuju dengan rencana

Amandemen UUD ke lima agar masa jabatan

presiden ditambah lebih dari 5 tahun?
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THIRD TERMISM

•Termisme ke-3 merebak
di Afrika.

•Antara 2000 - 2015, ada
15 pemimpin Afrika yang 
mengubah konstitusi
negara, hanya empat
yang gagal.
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MANIPULASI DUKUNGAN PARLEMEN

• Presiden Uganda Yoweri Museveni
dengan kesadaran penuh “membeli”
parlemen untuk mengubah Konstitusi
di tahun 2005

• Burundi dan Rwanda juga
menyiratkan modus operandi yang
sama, dimana presiden petahana
berhasil memanipulasi dukungan
parlemen.

Sumber : https://www.newvision.co.ug/news/1533770/happened-museveni-address-covid-19-
security
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MANIPULASI REFERENDUM

• Presiden Lansana Conté dari Guinea, yang mengubah
konstitusi melalui referendum rakyat pada 2020. 

• Awalnya menolak berbicara soal periode ketiga, Conté
memanipulasi ambisinya dengan mengatakan tergantung pada
“will of the people”, keinginan rakyat. 

• Ironinya, setelah berhasil memenangkan pemilu dan
menduduki periode ketiga kepresidenan, Conté baru-baru saja
digulingkan oleh kudeta militer.

• Modus Conté, sebelumnya juga dilakukan oleh Presiden Abdel 
Fattah el-Sisi dari Mesir, yang pada April 2019 mengubah
pembatasan masa jabatan melalui referendum, yang 
memungkinkan dia menjabat hingga 2030. 

• Pada Juli 2018, Presiden Azali Assouman dari Komoro
membubarkan Mahkamah Konstitusi dan Parlemen lalu
menyelenggarakan referendum yang memperpanjang masa 
jabatan, dan akhirnya memenangkan pilpres pada Maret 2019. Sumber : tagar.id
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MENIMBULKAN KRISIS – MENURUNKAN DEMOKRASI

• Termisme Ke-3 menurunkan kepercayaan investor, 
meningkatkan ketegangan dalam negeri, mendorong
korupsi, militerisme, dan tidak jarang memicu
kekerasan atau bahkan perang saudara. 

• Termisme Ke-3 karenanya adalah kemunduran terbesar
bagi transisi demokrasi dan kembali menghadirkan
rezim otoriter (Mtembu: 2017).

• Di Burundi, setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang 
memungkinkan Presiden Nkurunziza mencalonkan diri
untuk masa jabatan ketiga (Chatziantoniou, 2016), 
sekitar sekitar 150.000 rakyatnya terpaksa mengungsi
ke negara-negara tetangga karena pecahnya kerusuhan
26 April 2015. 

Sumber Gambar: qureta.com
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Mengundurkan Pemilu 2024
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Mengundurkan Pemilu 2024?

1. Tidak ada dasar hukumnya.

2. Harus melalui perubahan konstitusi.

3. Karena pandemi, mengundurkan pemilu?

4. Mengundurkan lebih tidak demokratis.

5. Untuk kepentingan siapa? 

denny@integritylawfirm.id
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Memajukan Less Problematic

FAKTA SEJARAH

Memajukan pemilu, lebih

demokratis

Presiden BJ Habibie memajukan pemilu

dari tahun 2002, menjadi 1999.

Meski tanpa mengubah konstitusi.

Semangat reformasi, yang membuka jalan

amandemen konstitusi 1999 – 2002.

denny@integritylawfirm.id



1. Tidak perlu mengubah 
konstitusi

2. Cukup dilakukan rekayasa 
mekanisme pemilu agar lebih 
sesuai dengan pandemi Covid-
19

REKAYASA MEKANISME PEMILU

61
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Next Amandments
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Bukan hal tabu

LIVING Constitution

63

Next Amendments

Next Amandements

Penguatan Bikameral: DPD.

Penguatan Perlindungan HAM: Constitutional 

Complaint di MK.

Perbaikan mekanisme seleksi anggota

BPK, jangan dimonopoli DPR

Penguatan Rule of Law.

denny@integritylawfirm.id
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dan-solusi-hukum-atas-seleksi-anggota-bpk/
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Rule of Law – Penguatan Independent Agencies

•Pemilu yang Free and fair: KPU.

•Menguatkan Good Governance: KPK

•Menguatkan Kebebasan Pers: Komisi Pers Indonesia.

•Menguatkan Perlindungan HAM: Komnas HAM.

•Menguatkan Sistem Penegakan Hukum yang Adil dan
Merdeka: Komisi Yudisial.
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The Real ENEMY: DUITokrasi
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Sistem Politik yang Koruptif
• Pendanaan Politik
• Pendanaan Kampanye

Bisnis yang kolutif antara Pemerintah
dengan Pengusaha

denny@integritylawfirm.id
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Oligarch: Penguasa berpilin
dengan pengusaha

Parpol yang Koruptif

Media yang Terkooptasi

Oknum Aparat Keamanan

The Real 
Power 

Holders

denny@integritylawfirm.id



Oligarchs, Media Control and 
Elections

• Major media groups own five out of six 
Indonesian newspapers with the highest 
circulation, and all four biggest online news 
media sites. Further, ownership of TV 
stations is concentrated in five corporations 
that control 96.6% of all national stations.

• The parties become vulnerable to and 
dependent on oligarchs – a wealthy 
individual or conglomerates who dominate 
Indonesia political parties.

68

denny@integritylawfirm.id



denny@integritylawfirm.id

DUITOKRASI KILLS 

INDONESIA’S DEMOCRACY
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KPK, NASIBMU KINI

denny@integritylawfirm.id
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Stronger KPK: from 
legal perspective

1. Constitutional Organ
2. A Better commissioners’ selection system
3. Limited Immunity for commissioners and 

staff
4. Independent staff, including investigative 

officer
5. More Budget
6. More Powers, or at least the same
7. Representative Office
8. A better supervision system

71

denny@integritylawfirm.id



Stronger KPK: from legal perspective
1. Constitutional Organ
2. A Better commissioners’ selection 

system
3. Limited Immunity for commissioners 

and staff.
4. Independent staff, including 

investigative officer
5. More Budget
6. More Powers, or at least the same
7. Representative Office
8. A better supervision system

denny.indrayana@unimelb.edu.au 72
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THE KILLING 
NEVER STOP 

KPK is the strongest 
anticorruption agency in 

Indonesia’s history
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“KRIMINALISASI”
GECKO VS CROCODILE

▪KPK vs Polisi
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Physical attack
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INQUIRY 
RIGHT: 

THE 
NEW 
M.O.76
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Pembunuhan KPK Secara
Terstruktur
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SOLUSI: Peran 
DPD Ke Depan

Putus hubungan kolutif penguasa
dan pengusaha

Penguasa harus lebih independen
dari kepentingan bisnis

Penegakan hukum harus lebih tegas

Mafia hukum harus diberantas

KPK harus diperkuat, bukan
diperlemah, apalagi dimatikan
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TIDAK TERBELI !

NO Mafia Hukum !
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INTEGRITY Programs

• INTEGRITY Scholarship

• INTEGRITY Constitutional Discussion

• INTEGRITY Legal Training

• INTEGRITY Legal Update

• INTEGRITY Constitutional Advocacy

https://www.integritylawfirm.id/category/program
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